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RINGKASAN

Sekar Sari Ayu Susanti. Maret 2023. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM 
MERINGANKAN VONIS TERDAKWA Skripsi, Program Sarjana Program Studi 
Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 85 halaman, Pembimbing 
Utama: Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: 
Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Untuk menegakkan suatu hukum aturan yang harus ditegakkan dimana dalam aturan 
ini perlu keadilan yang berarti sama atau menyamakan mapun setara dalam hukum. 
Hukum acara pidana menjadi salah satu jenis hukum yang berlaku di Indonesia, hukum 
acara pidana selalu berhubungan erat dengan adanyaa hukum pidana atau bisa diartikan 
bahwa hukum acara pidana adalah rangkaian peraturan-peraturan bagaimana aparatur 
penegak hukum bertindak guna mencapai tujuan keadilan hukum. Salah satu aparatur 
Negara yang memiliki kedudukan yang sangat berpengaruh ialah seorang hakim. 
Hakim memiliki tugas untuk menegakkan dan menjaga keseimbangan antara 
masyarakat dengan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat. Hakim 
dalam menjatuhi putusan-putusan untuk seseorang harus melihat pertimbangan hal 
yang meringankan dan juga yang memberatkan seseorang tersebut. Dasar peringan 
pidana menurut KUHP terdapat pada hal percobaan dalam pasal 53 ayat (2) & (3), hal 
membantu dalam pasal 57 ayat (1) & (2), dan hal belum dewasa dalam pasal 47. 
Seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana disebut juga dengan terdakwa. Adapun 
dalam proses persidangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya terlebih 
dahulu mempertibangkan hal yang meringankan dan memberatkan bagi seorang 
terdakwa. Alasan yang kerap kali digunakan sebagai alasan peringan pidana di 
Indonesia yakni terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa berprilaku sopan 
dipersidangan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Pertimbangan hukum 
dalam suatu putusan merupakan bentuk pertanggung jawaban majelis hakim atas apa 
yang diputuskan dalam amar putusan, segala sesuatu yang diputuskan dalam amar 
putusan harus dipertimbangkan dengan baik. Dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman hakim wajib memperhatikan 
sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dan juga pada pasal 218 KUHAP  dalam ruang 
sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat pertimbangan yang dapat 
mempengaruhi hakim untuk menentukan hal meringankan dan memberatkan yang 
memang menjadi otoritas kebebasan hakim menentukan hal tersebut. Dengan 
demikian, hakim dalam memberikan pertimbangan sifat baik dan jahat terdakwa 
menjadi tolak ukur yang terdapat dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman hanya menyebutkan hakim wajib 
mempertimbangkan sifat baik dan jahat dari terdakwa tetapi tidak mengatur lebih 
spesifik mengenai sifat baik dan jahat dari terdakwa seperti apa. Dalam pasal 218 ayat 
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(1) hanya menyebutkan dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukan sikap hormat 
kepada pengadilan tetapi tidak terdapat juga kualifikasi sikap hormat tersebut sepert 
apa. Masih minimnya pengetahuan tentang hal tersebut dan norma yang kabur 
mengenai perilaku atau sikap sopan dipengadilan ini membuat penelitian ini menarik 
untuk diangkat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ukuran perilaku sopan terdakwa 
dipengadilan sebagai dasar pertimbangan putusan hakim dan untuk mengetahui 
ketentuan perilaku sopan terdakwa sebagai peringan pidana pelaku residivis.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, tipe penelitian yang 
digunakan adalah kekaburan norma yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 
48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 218 KUHAP.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pengaturan batasan perilaku sopan terdakwa 
di pengadilan sebagai dasar pertimbangan putusan hakim sampai sat ini belum diatur 
lebih lanjut mengenai ukuran sifat perilaku tersebut dan yang berlaku seperti apa. 
Dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan 
kehakiman pun tidak menjelaskan batasan perilaku sopan dalam persidangan seperti 
apa. Seperti dalam Pasal 218 KUHP bahwa dalam persdangan siapapun wajib 
menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan pun tidak menjelaskan sikap hormat 
yang seperti apa. Serta terdakwa residivis adalah seseorang yang pernah dijatuhi 
hukuman pidana karena kejahatannya tetapi kembali mengulangi tindak pidana yang 
serupa. Penjatuhan hukuman pidana bagi terdakwa residivis ditambah 1/3 dari pidana 
maksimum yang telah diatur dalam KUHP pada pasal 486, 487, 488 karena pada 
dasarnya penjatuhan pidana ditambah 1/3 agar terdakwa memiliki efek jera dan tidak 
mengulangi perbuatannya. Dalam hal pertimbangan perilaku sopan dalam hal 
meringankan masih berlaku tetapi tidak dapat membuat penambahan pidana tersebut 
berkurang dengan banyak dan keadaan residivis tersebut tetap menonjol untuk 
menambah hukuman pidana.

Sekar Sari Ayu Susanti. April, 2023. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM 
MERINGANKAN VONIS TERDAKWA Skripsi, Program Sarjana Program Studi 
Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 85 halaman, Pembimbing 
Utama: Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: 
Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
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ABSTRAK

Keadaan perilaku atau sikap sopan dalam persidangan sering kali dijadikan majelis 
hakim sebagai pertimbangan yang meringankan vonis atau pidana terdakwa. Dalam 
pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman yang membahas mengenai kewajiban hakim mempertimbangkan sifat 
yang baik dan jahat dari terdakwa merupakan bagian dari keadaan yang meringankan 
dan memberatkan akan termuat dalam vonis atau putusan. Pada pasal 218 KUHAP 
Ayat (1) yang membahas mengenai dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan 
sikap hormat kepada pengadilan. Namun, norma yang berlaku mengenai hal tersebut 
masih kabur atau belum jelas dan menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. 
Hingga saat ini belum ada aturan resmi dan tertulis terkait bagaimana batasan ukuran 
perilaku sopan terdakwa di pengadilan dan bagaimana ketentuan perilaku sopan untuk 
terdakwa residivis. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui ukuran perlaku sopan 
terdakwa di pengadilan sebagai dasar pertimbangan putusan hakim dan untuk 
mengetahui ketentuan perilaku sopan terdakwa sebagai peringan pidana bagi terdakwa 
residivis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, tipe penelitian 
yang digunakan adalah kekaburan norma yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) UU RI 
Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 218 KUHAP. Hasil 
penelitian ini menyebutkan bahwa pengaturan batasan perilaku sopan terdakwa di 
pengadilan sebagai dasar pertimbangan putusan hakim sampai sat ini belum diatur 
lebih lanjut mengenai ukuran sifat perilaku tersebut dan yang berlaku seperti apa. 
Dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan 
kehakiman pun tidak menjelaskan batasan perilaku sopan dalam persidangan seperti 
apa. Seperti dalam Pasal 218 KUHP bahwa dalam persdangan siapapun wajib 
menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan pun tidak menjelaskan sikap hormat 
yang seperti apa. Serta terdakwa residivis adalah seseorang yang pernah dijatuhi 
hukuman pidana karena kejahatannya tetapi kembali mengulangi tindak pidana yang 
serupa. Penjatuhan hukuman pidana bagi terdakwa residivis ditambah 1/3 dari pidana 
maksimum yang telah diatur dalam KUHP pada pasal 486, 487, 488 karena pada 
dasarnya penjatuhan pidana ditambah 1/3 agar terdakwa memiliki efek jera dan tidak 
mengulangi perbuatannya. Dalam hal pertimbangan perilaku sopan dalam hal 
meringankan masih berlaku tetapi tidak dapat membuat penambahan pidana tersebut 
berkurang dengan banyak dan keadaan residivis tersebut tetap menonjol untuk 
menambah hukuman pidana.

Kata kunci (keyword) : Pertimbangan, Hakim, meringankan
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